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PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PUBUK

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ubma

pelayanan publik di daerah untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik

sesuai dengan prinsigprinsip tab kelola pemerinbhan yang baik dan

demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa memberikan pelayanan publik di daerah yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan

secara kontinyu, terintegrasi dan berkesinambungan, seiring dengan

perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan

kualitas pelayanan Publik;

bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualibs pelayanan publik di

daerah, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria dari penyelenggara

pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan publik

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pedindungan

atas hak-hak dan kewajiban publik dalam mendapatkan pelayanan publik

dalam suatu peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan

Publik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perl indungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mil lk

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); n
I

)



10.

1 1

23.

24.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Nomor 3865);

18. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 20t2 tentang Pelaksanaan

undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Goronlalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 03);
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi GorontaloTahun 2012-20L7 (Lembaran

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 02);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALO

IVIEIVIUTUSKAN :

Ivlenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Provlnsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

3 .

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonoml dan Tugas

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Gorontalo.

Gubernura dalah Gubernur Gorontalo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang,
jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

yang terkait dengan kepentingan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik

Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha lv' l i l ik Daerah yang menyelenggarakan
^ ^ t - , , - ^ - ^  ^ ,  . l ^  t i  t ,pEroyor  rq r  I  puu | |  r \ .

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi

Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di

l ingkungan pemerintah provinsi, korporasi, Iembaga independen yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan

badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
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Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung
maupun t idak langsung.

standar pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman dan kesepakatan
mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara
bersama-sama antara penyelenggara pelayanan publik penerima layanan dan pihak
yang berkepentingan.

Penilaian Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai
penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarran
standar pelayanan yang telah ditetapkan.

sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk l isan dan tulisan,
serta bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, yang disajikan secara manual atau
elektronik.

Petanggungjawaban pelayanan publik adalah perwujudan kewajiban penyelenggara
pelayanan publik untuk mempeftanggungjawabkan kepada masyarakat mengenar
percapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggung-jawaban
secara periodik, kontinyu dan berkesinambungan serta terintegrasi.
Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian
antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
sengketa pelayanan publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan
publik antara penerima layanan dengan penyelenggara pelayanan publik akibat
ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik
yang telah ditetapkan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui
bantuan oleh ombudsman Daerahselaku lembaga pengawas eksternal atau oleh
lembaga pengawas eksternal lainnya maupun oleh mediator yang dibentuk oleh
Ombudsman Daerahatau lembaga pengawas eksternal
Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ienis
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barang yang digunakan oleh masyarakat.
20. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk.lasa yang

dibutuhkan oleh masyarakat.
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